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 Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius 
yang masih terjadi di Kabupaten Bondowoso dan berdampak luas 
terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Sosial Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) 
Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual 
terhadap anak serta mengidentifikasi faktor penghambat 
pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala 
UPTD PPA, pendamping, dan pihak terkait. Analisis data 
dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan uji 
keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penanganan kasus dilakukan melalui 
delapan layanan utama, yaitu konseling psikologis, pendampingan 
medis, bantuan hukum, perlindungan, pelayanan sosial, 
pendidikan, rujukan, dan pemantauan. Strategi tersebut 
dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor dengan rumah sakit, 
kepolisian, dan lembaga bantuan hukum guna mengatasi 
keterbatasan internal lembaga. Faktor penghambat utama meliputi 
keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang 
belum optimal, serta minimnya fasilitas pendukung seperti ruang 
konseling dan rumah aman. Meskipun demikian, strategi berbasis 
kolaborasi dinilai efektif dalam memberikan perlindungan dan 
pendampingan komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual. 
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Pendahuluan 
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi 

manusia yang serius dan berdampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, 
maupun sosial. Anak sebagai kelompok rentan belum memiliki kemampuan untuk 
melindungi diri secara optimal, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari 
keluarga, masyarakat, dan negara. Di Indonesia, perlindungan anak telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang 
menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala 
bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, realitas di lapangan 
menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi dan 
cenderung meningkat di berbagai daerah. Kabupaten Bondowoso merupakan salah 
satu daerah yang masih menghadapi permasalahan kekerasan seksual terhadap 
anak. Data penanganan kasus di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD 
PPA) Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa kasus persetubuhan terhadap 
anak menempati angka tertinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi 
ini mengindikasikan tingginya kerentanan anak terhadap kekerasan seksual, yang 
dalam banyak kasus dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Dampak yang 
ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka 
panjang yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. 

Dalam rangka menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
dan Keluarga Berencana (P3AKB) membentuk UPTD PPA sebagai lembaga layanan 
terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA memiliki peran 
strategis dalam memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan 
medis, perlindungan, serta pemulihan sosial bagi korban. Namun, dalam 
pelaksanaannya, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih 
dihadapkan pada berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan sumber daya 
manusia, struktur organisasi yang belum optimal, serta minimnya fasilitas 
pendukung. Meskipun demikian, UPTD PPA Kabupaten Bondowoso tetap 
berupaya menjalankan fungsi penanganan melalui strategi kolaborasi lintas sektor 
dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan 
untuk menganalisis strategi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam 
menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak serta mengidentifikasi faktor-
faktor penghambat yang dihadapi, sebagai upaya  untuk perlindungan anak. 

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran 
hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks, karena berdampak langsung 
pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan masa depan anak. Anak 
sebagai kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari 
negara, keluarga, dan masyarakat. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa 
kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi dan bahkan cenderung 
meningkat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bondowoso. Fenomena ini 
tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak, tetapi juga 
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menunjukkan adanya tantangan struktural, kultural, dan institusional dalam upaya 
pencegahan dan penanganannya. 

Kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi di lingkungan terdekat 
korban, seperti keluarga, sekolah, atau komunitas sosial, sehingga kasus ini kerap 
tersembunyi dan sulit terdeteksi. Faktor relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, 
budaya patriarki, serta minimnya literasi tentang perlindungan anak menyebabkan 
banyak korban tidak berani melapor. Akibatnya, pelaku tidak tersentuh hukum dan 
korban mengalami trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu tumbuh 
kembang anak secara optimal. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi 
sangat krusial dalam memastikan adanya sistem perlindungan yang komprehensif 
dan berkelanjutan bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Pemerintah Indonesia 
telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat perlindungan anak, 
antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
serta berbagai kebijakan turunan yang menegaskan kewajiban negara dan 
pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Di 
tingkat daerah, implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembentukan 
dan penguatan perangkat daerah yang memiliki mandat khusus, salah satunya 
adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana (P3AKB). Dinas ini menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan 
perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi korban 
kekerasan, khususnya perempuan dan anak. 

Di Kabupaten Bondowoso, Dinas P3AKB memiliki peran strategis dalam 
menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui berbagai program dan 
layanan terpadu. Strategi yang dijalankan tidak hanya berfokus pada penanganan 
pascakejadian, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, edukasi, dan penguatan 
jejaring lintas sektor. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak 
membutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai pihak, seperti 
aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, lembaga 
pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, 
efektivitas strategi Dinas P3AKB sangat ditentukan oleh kemampuan koordinasi, 
integrasi layanan, serta sensitivitas terhadap kebutuhan korban. Meskipun 
demikian, pelaksanaan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di 
tingkat daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya 
manusia yang memiliki kompetensi khusus, minimnya anggaran, rendahnya 
kesadaran masyarakat, serta stigma sosial terhadap korban menjadi hambatan yang 
sering dihadapi. Selain itu, kondisi geografis dan karakteristik sosial budaya 
masyarakat Bondowoso turut memengaruhi efektivitas program perlindungan 
anak. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai budaya dan norma sosial justru menjadi 
faktor penghambat pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap 
anak. 

Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana 
strategi yang dirancang dan diimplementasikan oleh Dinas P3AKB Kabupaten 
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Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kajian ini 
tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk strategi yang 
diterapkan, tetapi juga untuk menganalisis sejauh mana strategi tersebut mampu 
menjawab kebutuhan korban dan tantangan di lapangan. Pemahaman yang 
komprehensif terhadap strategi ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
mengenai praktik baik (best practices) maupun kendala yang perlu diperbaiki dalam 
sistem perlindungan anak di tingkat daerah. Selain itu, penelitian mengenai strategi 
Dinas P3AKB dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak memiliki 
relevansi akademik dan praktis. Secara akademik, kajian ini berkontribusi pada 
pengembangan ilmu sosial dan kebijakan publik, khususnya dalam bidang 
perlindungan anak dan studi kesejahteraan sosial. Secara praktis, hasil penelitian 
diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah 
dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak. Lebih jauh, penelitian ini 
juga dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang memiliki karakteristik serupa 
dalam merumuskan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak secara 
lebih efektif dan berkelanjutan. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai strategi Dinas Sosial Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) dalam 
menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bondowoso 
menjadi sangat penting dan relevan. Upaya perlindungan anak tidak hanya 
merupakan kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial seluruh 
elemen masyarakat. Melalui strategi yang tepat, terintegrasi, dan berorientasi pada 
kepentingan terbaik anak, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat 
dicegah dan ditangani secara lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. 

 
 
Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan 
untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi yang 
diterapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 
Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus 
kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya 
menggambarkan secara rinci proses, bentuk layanan, serta dinamika penanganan 
yang terjadi di lapangan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam 
implementasi strategi tersebut. Penelitian dilaksanakan di UPTD Perlindungan 
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso, sebagai unit pelaksana 
teknis yang memiliki kewenangan langsung dalam memberikan layanan 
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemilihan lokasi 
penelitian didasarkan pada tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak serta 
keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh UPTD PPA Kabupaten 
Bondowoso.  
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Penentuan informan penelitian dilakukan secara purposive, dengan 
mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam proses penanganan 
kasus. Informan terdiri atas Kepala UPTD PPA Kabupaten Bondowoso, 
pendamping kasus, serta pihak terkait yang berperan dalam layanan pendukung 
penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Pemilihan informan ini bertujuan 
untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi strategi penanganan. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam 
digunakan untuk menggali informasi terkait bentuk strategi, mekanisme layanan, 
pola koordinasi, serta faktor penghambat dalam penanganan kasus. Observasi 
dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pendampingan dan pelayanan 
yang diberikan kepada korban. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung 
berupa laporan kasus, arsip kegiatan, dan dokumen kebijakan yang relevan.Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi 
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data 
dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan validitas 
dan kredibilitas temuan penelitian. 

 

 
Hasil dan Pembahasan 
Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten 
Bondowoso melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah 
menerapkan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak secara terpadu 
dan berorientasi pada pemulihan korban. Strategi tersebut diwujudkan melalui 
delapan jenis layanan utama, yaitu konseling psikologis, pendampingan medis, 
bantuan hukum, perlindungan, pelayanan sosial, pendidikan, rujukan, dan 
pemantauan berkelanjutan. Seluruh layanan tersebut saling terintegrasi dan 
diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan serta kondisi korban, mulai dari 
proses pelaporan hingga tahap pemulihan pascakejadian. 

Dalam proses implementasinya, aspek komunikasi menjadi elemen penting 
dalam keberhasilan penanganan kasus. Pendamping UPTD PPA melakukan 
komunikasi secara intensif dan berkesinambungan dengan korban serta keluarga 
menggunakan pendekatan ramah anak dan bahasa yang mudah dipahami. 
Komunikasi yang dibangun tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi 
mengenai hak dan layanan korban, tetapi juga untuk membangun rasa aman, 
kepercayaan, dan kenyamanan psikologis korban. Selain itu, komunikasi lintas 
sektor antara UPTD PPA dengan kepolisian, fasilitas kesehatan, dan lembaga 
bantuan hukum berperan penting dalam menjamin kelancaran proses penanganan, 
khususnya dalam pendampingan medis dan hukum. Sikap dan komitmen 
pelaksana menjadi faktor penentu lainnya dalam implementasi strategi 
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penanganan. Pendamping dituntut memiliki kesiapan mental, empati, dan 
kesabaran dalam menghadapi kondisi psikologis korban yang beragam, seperti 
trauma mendalam, ketakutan, dan kesulitan dalam mengungkapkan pengalaman 
kekerasan. Sikap pelaksana yang tidak menghakimi serta berorientasi pada 
kepentingan terbaik bagi anak terbukti mampu meningkatkan partisipasi korban 
dalam proses pendampingan dan mendukung pemulihan psikologis secara 
bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan tidak hanya 
ditentukan oleh kebijakan dan program, tetapi juga oleh kualitas sumber daya 
manusia sebagai pelaksana kebijakan. 

Penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan dalam 
pelaksanaan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Keterbatasan 
sumber daya manusia menjadi kendala utama, terutama jumlah pendamping yang 
belum sebanding dengan tingginya beban kasus yang harus ditangani. Selain itu, 
belum tersedianya tenaga profesional internal seperti psikolog dan advokat 
menyebabkan UPTD PPA sangat bergantung pada lembaga mitra. Keterbatasan 
fasilitas pendukung, seperti ruang konseling yang belum sepenuhnya memenuhi 
standar kenyamanan dan keamanan anak serta keterbatasan rumah aman, turut 
memengaruhi optimalisasi layanan perlindungan dan pemulihan korban. Dari sisi 
struktur birokrasi, belum lengkapnya struktur organisasi UPTD PPA berdampak 
pada pembagian tugas yang belum optimal dan adanya perangkapan peran oleh 
pendamping. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan apabila 
tidak diimbangi dengan dukungan organisasi yang memadai.  

Meskipun demikian, UPTD PPA Kabupaten Bondowoso menunjukkan 
kemampuan adaptif dalam menghadapi keterbatasan tersebut dengan 
mengembangkan strategi kolaborasi lintas sektor. Kerja sama dengan rumah sakit, 
kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat menjadi solusi 
strategis untuk memastikan keberlanjutan layanan dan tetap terpenuhinya hak-hak 
anak korban kekerasan seksual. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini 
menegaskan bahwa strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di 
Kabupaten Bondowoso telah berjalan cukup efektif melalui pendekatan layanan 
terpadu dan kolaboratif. Namun, penguatan sumber daya manusia, 
penyempurnaan struktur organisasi, serta peningkatan fasilitas pendukung masih 
menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan kualitas perlindungan dan 
pemulihan anak korban kekerasan seksual secara berkelanjutan. Dinas Sosial 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) memiliki peran strategis 
dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan 
berkelanjutan. Strategi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada penanganan 
kasus kekerasan terhadap anak secara kuratif, tetapi juga mencakup aspek 
preventif, rehabilitatif, dan pemberdayaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip 
best interest of the child yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai 
prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan perlindungan. 
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Strategi pencegahan merupakan langkah awal dan fundamental yang 
dilakukan oleh Dinas P3A untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Upaya 
ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik tentang 
hak-hak anak, pengasuhan positif, serta bahaya kekerasan seksual dan nonseksual. 
Dinas P3A secara aktif melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai garda 
terdepan dalam pencegahan, mengingat lingkungan terdekat anak memiliki peran 
signifikan dalam membentuk rasa aman dan perlindungan. Selain itu, penguatan 
kapasitas orang tua dan pendidik menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan. 
Melalui pelatihan parenting, penyuluhan keluarga, serta integrasi materi 
perlindungan anak dalam kegiatan pendidikan formal dan nonformal, Dinas P3A 
berupaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mendeteksi 
serta mencegah potensi kekerasan sejak dini. Pendekatan berbasis komunitas ini 
diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak dan responsif 
terhadap indikasi kekerasan. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, 
Dinas P3A menerapkan strategi layanan terpadu yang berorientasi pada pemulihan 
korban. Penanganan dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang mudah diakses, 
baik secara langsung maupun melalui layanan pengaduan. Setelah laporan 
diterima, dilakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan korban, 
mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan hukum. 

Dinas P3A bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti 
kepolisian, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga bantuan hukum. 
Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban 
mendapatkan perlindungan menyeluruh, mulai dari pendampingan selama proses 
hukum hingga rehabilitasi psikososial. Pendampingan yang berkelanjutan menjadi 
kunci penting agar anak korban kekerasan dapat pulih dan kembali menjalani 
kehidupan secara normal tanpa stigma dan diskriminasi. Rehabilitasi dan 
pemulihan sosial merupakan bagian integral dari strategi Dinas P3A dalam 
menangani dampak jangka panjang kekerasan terhadap anak. Anak korban 
kekerasan tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang 
dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosialnya. Oleh karena itu, 
Dinas P3A menyediakan layanan konseling, terapi psikologis, serta pendampingan 
sosial yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban. 

Selain fokus pada korban, strategi rehabilitasi juga mencakup penguatan 
lingkungan keluarga dan sosial anak. Keluarga diberikan pendampingan agar 
mampu menjadi sistem pendukung yang aman dan protektif. Dalam beberapa 
kasus, Dinas P3A juga melakukan penempatan sementara anak di lembaga 
perlindungan apabila lingkungan keluarga dinilai tidak kondusif. Pendekatan ini 
menegaskan bahwa pemulihan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya 
membangun kembali lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembangnya. 
Keberhasilan strategi Dinas P3A sangat bergantung pada efektivitas koordinasi dan 
jejaring lintas sektor. Penanganan kekerasan terhadap anak merupakan isu 
multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Oleh karena itu, 
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Dinas P3A membangun kerja sama dengan perangkat daerah lain, aparat 
penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta tokoh agama 
dan adat. Koordinasi ini diwujudkan melalui pembentukan forum atau gugus tugas 
perlindungan anak, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama, serta 
pertukaran data dan informasi terkait kasus kekerasan. Dengan adanya jejaring 
yang solid, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan 
terintegrasi. Strategi ini juga memperkuat akuntabilitas dan efektivitas kebijakan 
perlindungan anak di tingkat daerah. Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, 
Dinas P3A masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber 
daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, minimnya anggaran, serta 
rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Stigma terhadap korban dan 
budaya diam juga menjadi hambatan serius dalam pelaporan dan penanganan 
kasus kekerasan terhadap anak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dinas P3A 
perlu terus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, 
peningkatan kualitas layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem 
pelaporan dan pendataan kasus. Selain itu, penguatan kebijakan daerah yang 
berpihak pada perlindungan anak dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi 
langkah strategis dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif dan 
berkelanjutan. 

 

Dinamika Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bondowososo 
Perlindungan anak dan pelaksanaan program keluarga berencana 

merupakan dua isu strategis yang saling berkaitan dalam upaya mewujudkan 
kesejahteraan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia yang 
berkelanjutan. Di Kabupaten Bondowoso, dinamika perlindungan anak dan 
keluarga berencana menunjukkan kompleksitas tersendiri yang dipengaruhi oleh 
faktor sosial, budaya, ekonomi, serta kelembagaan. Anak sebagai generasi penerus 
bangsa membutuhkan lingkungan keluarga dan sosial yang aman, sehat, serta 
mendukung tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan dan 
program perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan keluarga 
melalui pengendalian kelahiran, kesehatan reproduksi, dan peningkatan kualitas 
pengasuhan. 

Dalam konteks perlindungan anak, Kabupaten Bondowoso masih 
menghadapi berbagai tantangan, seperti kasus kekerasan terhadap anak, 
pernikahan usia dini, penelantaran anak, serta keterbatasan akses terhadap layanan 
perlindungan. Faktor ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya tingkat 
pendidikan, serta kuatnya norma sosial tertentu menjadi latar belakang terjadinya 
berbagai persoalan tersebut. Banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak 
terlaporkan karena adanya stigma, rasa malu, dan anggapan bahwa persoalan 
keluarga merupakan urusan privat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika 
perlindungan anak di Bondowoso tidak hanya berkaitan dengan aspek kebijakan, 
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tetapi juga dengan perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, 
program keluarga berencana di Bondowoso berperan penting dalam membangun 
keluarga yang berkualitas dan berdaya. Keluarga berencana tidak semata-mata 
dipahami sebagai upaya pengendalian jumlah kelahiran, tetapi juga sebagai strategi 
untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, 
serta menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Namun, implementasi 
program keluarga berencana di Bondowoso juga menghadapi tantangan, terutama 
terkait dengan pemahaman masyarakat, keterbatasan akses layanan di wilayah 
pedesaan, serta pengaruh nilai budaya dan keagamaan terhadap penerimaan 
program KB. 

Dinamika perlindungan anak dan keluarga berencana di Bondowoso 
semakin kompleks ketika dihadapkan pada perubahan sosial dan perkembangan 
teknologi informasi. Di satu sisi, kemajuan teknologi membuka peluang untuk 
meningkatkan edukasi dan akses informasi terkait hak anak, kesehatan reproduksi, 
dan pengasuhan. Di sisi lain, teknologi juga membawa risiko baru, seperti kekerasan 
berbasis daring, eksploitasi anak di media sosial, serta penyebaran informasi yang 
tidak akurat. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan perlindungan anak yang 
lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Peran pemerintah 
daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 
Keluarga Berencana menjadi sangat penting dalam mengelola dinamika tersebut. 
Pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan program perlindungan anak dan 
keluarga berencana melalui berbagai kebijakan, layanan terpadu, serta kerja sama 
lintas sektor. Upaya ini mencakup pencegahan kekerasan terhadap anak, 
pendampingan korban, penguatan peran keluarga, serta peningkatan kualitas 
layanan kesehatan reproduksi. Sinergi antara perlindungan anak dan keluarga 
berencana diharapkan mampu menciptakan keluarga yang aman, sehat, dan 
sejahtera. 

Namun demikian, implementasi kebijakan di tingkat lokal tidak selalu 
berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana 
prasarana menjadi kendala yang sering dihadapi. Selain itu, koordinasi 
antarinstansi dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat agar program 
perlindungan anak dan keluarga berencana dapat menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat. Dinamika ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya 
ditentukan oleh perumusan program, tetapi juga oleh kemampuan pelaksanaannya 
di lapangan. Secara kultural, masyarakat Bondowoso memiliki nilai-nilai 
kekeluargaan yang kuat, yang sebenarnya dapat menjadi modal sosial dalam 
perlindungan anak dan penguatan keluarga. Namun, nilai tersebut perlu diarahkan 
secara positif agar tidak justru menjadi penghambat, misalnya dalam hal pelaporan 
kasus kekerasan atau penerimaan program keluarga berencana. Oleh karena itu, 
pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal menjadi penting dalam merespons 
dinamika perlindungan anak dan keluarga berencana di Bondowoso. 
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Perlindungan anak dan program keluarga berencana di Kabupaten 
Bondowoso merupakan dua aspek pembangunan sosial yang saling berkaitan dan 
memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anak 
sebagai kelompok rentan membutuhkan lingkungan keluarga dan sosial yang 
aman, sehat, serta mendukung tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, 
upaya perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran keluarga 
melalui pengendalian kelahiran, kesehatan reproduksi, dan peningkatan kualitas 
pengasuhan yang menjadi fokus utama program keluarga berencana. Dinamika 
perlindungan anak di Bondowoso menunjukkan adanya tantangan yang cukup 
kompleks, seperti kasus kekerasan terhadap anak, pernikahan usia dini, serta 
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Faktor ekonomi, 
pendidikan, dan budaya turut memengaruhi pola pengasuhan dan perlindungan 
anak di tingkat keluarga. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak 
terlaporkan karena masih kuatnya stigma sosial dan anggapan bahwa persoalan 
keluarga merupakan urusan privat. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah 
daerah dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang 
responsif dan berkelanjutan. 

Sementara itu, pelaksanaan program keluarga berencana di Bondowoso 
berfokus pada pembentukan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran, 
peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan ketahanan keluarga. Namun, 
implementasi program ini masih menghadapi hambatan, terutama di wilayah 
pedesaan, seperti keterbatasan akses layanan, rendahnya pemahaman masyarakat, 
dan pengaruh nilai budaya terhadap penerimaan program KB. Dinamika ini 
menunjukkan bahwa keberhasilan program keluarga berencana sangat bergantung 
pada pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Secara keseluruhan, dinamika 
perlindungan anak dan keluarga berencana di Kabupaten Bondowoso 
mencerminkan perlunya sinergi antara kebijakan pemerintah, peran keluarga, dan 
partisipasi masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi, berbasis budaya lokal, dan 
berorientasi pada kepentingan terbaik anak menjadi kunci dalam mewujudkan 
keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera secara berkelanjutan.  

Selain itu, dinamika perlindungan anak dan keluarga berencana di 
Kabupaten Bondowoso juga dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antarinstansi dan 
ketersediaan sumber daya pendukung. Keterlibatan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, 
lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat menjadi 
faktor penting dalam memastikan layanan perlindungan anak dan keluarga 
berencana berjalan secara terpadu. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, 
peningkatan kualitas layanan pendampingan, serta pemanfaatan teknologi 
informasi dalam pelaporan dan edukasi menjadi kebutuhan mendesak untuk 
menjawab tantangan di lapangan. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan 
dukungan masyarakat, upaya perlindungan anak dan penguatan keluarga 
berencana di Bondowoso diharapkan dapat berkembang lebih efektif, adaptif, dan 
berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang keluarga dan anak. Dengan 
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demikian, dinamika perlindungan anak dan keluarga berencana di Kabupaten 
Bondowoso mence rminkan interaksi antara kebijakan publik, kondisi sosial 
budaya, dan partisipasi masyarakat. Upaya perlindungan anak dan penguatan 
keluarga tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan 
pendekatan holistik, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi. Melalui penguatan 
sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem 
perlindungan anak dan keluarga berencana yang efektif, humanis, dan berorientasi 
pada kesejahteraan jangka panjang. 
 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 
(UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) 
Kabupaten Bondowoso telah menerapkan strategi penanganan kekerasan seksual 
terhadap anak melalui delapan layanan utama yang saling terintegrasi, meliputi 
konseling psikologis, pendampingan medis, bantuan hukum, perlindungan, 
pelayanan sosial, pendidikan, rujukan, serta pemantauan. Seluruh layanan 
dilaksanakan dengan pendekatan ramah anak dan berorientasi pada pemulihan 
fisik, psikologis, sosial, dan hukum korban. Pelaksanaan strategi penanganan tetap 
berjalan efektif meskipun dihadapkan pada keterbatasan internal, karena UPTD 
PPA Kabupaten Bondowoso menerapkan pola kemitraan lintas sektor dengan 
rumah sakit, kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, serta Organisasi Perangkat 
Daerah terkait. Namun demikian, penanganan kasus masih menghadapi hambatan 
berupa keterbatasan sumber daya manusia akibat struktur organisasi yang belum 
lengkap serta keterbatasan fasilitas pendukung, seperti ruang konseling yang 
memadai dan rumah aman. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sumber 
daya dan fasilitas guna meningkatkan kualitas penanganan kekerasan seksual 
terhadap anak di Kabupaten Bondowoso. 
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